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IEI\TANG

PBNETAP.{N IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAII MEI'IENGAH AT'4S

NtrGERi SASITAMDAN DESA !'ATUBESI KECAMATA}i S,SSITAMtrAN
KABUPATEN 1\{ALAK,q SEBAGAI UNIT SBI{OLAI-I BARU

Meqimbang

BUP,qTI Mi\L,CK,A.,

: a. bahwa sa]ah satu kev,/eflal}fian yang diberikan oleh

Pemel"infa,h kepada Penedntal Daerah

sebagaimana ya11g diatur dalam Undang - Undarg
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.intahan
Daerab antara iain ltewenargan dibidang
Pendiditall;

b. bahwa untuk meningkatkaa perluasaa akses
penampungan daya 12-Orrrr* bagi lulusal SMP

khususnya pada daerall te.pencil pcriu didirikar.l
Unit Sekolah Baru (USB) dalam '.&iial.al'r Kabupaten
Malaka;

c. bah\,va untuk mendekatkan dan meningkatka!
pelayanan pendidikan kepada nasya,rakat dan

meningkatkan Angla Partisipasi Kasar (AFKI serta
menurunnyangLa Putus Sekolah mata perhi
ditetapLan Izin u'Operasional Pendirian Sekolah

Menengali Atas llegeri Sasitamean Desa Fatubesi
Kecafiatan Sasitamean Kallupai€n Ma1al{a setragai

Unit Sekolah Bafu;
d. bairv/a llerdasarkan pertimbangal sebagaimana

dimaksud pa.la ituluf a, hurul b d€i'l huruf c pe.lu
rareDetapkar Keputusan Bupati lentang Penetapail

izin Operasional Pendiriarl Sekolaj: Menengah Atas
Neged Negeri Sasitamean Desa Fatutlesi Kecarratan
Sisilaruean Kabupaten Malel.a scba€ai Injl
Sei<olah Baru.i



Mengingat : 1.

6.

5.

2.

4.

3.

7.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun, 2oO4 Nomor 126,
Tambahan l€mbaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4438);
Undaig-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan
Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinthan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa ka,li, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahul: 2Ol4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentarg
Anggaran Pendapatan dal} Belanja Negara Tahun
Anggaran 20 1 5 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5
tentang Standar Nasiona.l Pendidikan (L€mba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta}lun 2013
tentang Perubahar Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidihan (Lembarar Negara Republik Indonesia
Talun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 ?alun 2OO5
tentang Dana Perimbanga-n (I-embaran Negara
Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 'lahu,f 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahar antaia
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemba.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lepbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737J; I

8.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8
tentang Wajib Belajar (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8
tentang Pendanaan Pendidikan (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomo! 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Talun 2010
tentang Pengelolaan dal Penyelenggaraa-n
Pendidikan (l.€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah deng€n Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaal dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaja Republik
Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan darl kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikal Dasar dan Menengah;

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Pendidikan Dasar darl Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaal
Republik Indonesia Nomor 66 Tahufl 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaa
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar darr Struktur;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Meoperhatikan : 1. Surat Edarajl Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

33/MPN/SE/2007 perihal Sosialisasi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan;

2. Rencana Strategis DFpartemen Pendidikan Nasional
Tahun 20lO - 2O15.I



Menetapkar
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan lzin Operasional Pendirian Unit Sekolah
Menengah Atas Negeri Sasitamean Desa Fatubesi
Kecamatan Sasitamean Kabupaten Ma,laka;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 25 April 2015

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjcn Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikal Nasional

Indonesia di Jal<arta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Menengai Kementerian Pendidikan Nasional

Indonesia di J€Iarta;
Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Kepala Dinas Pendidikai darr Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Kupang;
Inspektur Inspekorat Kabupaten Malala di Betun;
Camat Sasitamean di Sasitamean;
Kepala Sekolah SMA N. Harekakae di Harekakae./

Republik

Republik

4.

6.
7.
8.


